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Setiap organisasi yang didirikan pasti mempunyai tujuan.
Tujuan organisasi biasanya mencerminkan apa yang ingin
dicapai dalam setiap aktivitasnya, baik bersifat jangka pendek
maupun jangka panjang. Keberhasilan organisasi biasanya
diukur dengan kemampuan oganisasi yang bersangkutan dalam
mencapai tujuannya pada periode tertentu. Pada tingkatan yang
lebih tinggi, tujuan organisasi terlihat pada misi dan visi
organisasi. Secara umum, misi menggambarkan apa yang ingin
dicapai saat ini (jangka pendek), sedangkan visi merupakan apa
yang ingin dicapai pada masa yang akan datang (jangka
panjang).
Committee of Sponsoring Organization of the Treadway
Commission (COSO) tahun 2004 mengelompokkan tujuan
organisasi ke dalam1: Tujuan strategik, tujuan operasional,




 Tujuan-tujuan strategik, yaitu menyangkut pilihan-
pilihan penciptaan nilai yang dibuat oleh manajemen
atas nama stakeholder organisasi.
 Tujuan operasional, yaitu menyangkut efektivitas
dan efisiensi operasi organisasi, termasuk kinerja dan
sasaran profitabilitas serta pengamanan sumber daya
dari kerugian.
 Tujuan pelaporan, yaitu menyangkut kehandalan
pelaporan informasi finansial dan nonfinansial untuk
pihak internal dan eksternal.
 Tujuan kepatuhan, menyangkut ketaatan kepada
undang-undang dan regulasi yang berlaku.
Perusahaan harus mampu untuk mengukur target yang
akan dicapai selama periode tertentu dengan menentukan
parameter guna mengevaluasi pencapaian tujuan yang
sesungguhnya.
Suatu organisasi akan sulit, bahkan tidak dapat mencapai
tujuannya tanpa melaksanakan proses governance, manajemen
risiko dan pengendalian secara efektif2. Proses ini kompleks
dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Proses
governance menjadi titik awal yang baik karena biasanya
dipandang sebagai proses paling luas dari ketiga proses di atas.
Governance adalah proses yang dijalankan oleh dewan
komisaris dan direksi untuk menggerakkan, mengarahkan, dan
mengawasi manajemen menuju pencapaian tujuan organisasi.
Manajemen risiko berkaitan erat dengan proses
governance, yang merupakan proses yang dijalankan oleh
manajemen untuk memahami dan menghadapi ketidakpastian
(risiko dan peluang) yang dapat memengaruhi kemampuan
organisasi dalam mencapai tujuannya. Risiko merupakan
kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi dan berpengaruh
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buruk pada pencapaian tujuan organisasi, sedangkan peluang
merupakan kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi dan
berpengaruh positif pada pencapaian tujuan.
Selanjutnya, pengendalian yang sering disebut
pengendalian intern, diwujudkan dalam manajemen risiko
karena pengendalian intern merupakan bagian integral dari
manajemen risiko. Pengendalian merupakan proses yang
dijalankan oleh manajemen untuk mengurangi risiko sampai
tingkat yang paling rendah yang dapat diterima.
Ketiga proses ini berfokus pada pencapaian tujuan
organisasi, bahwa dewan komisaris dan direksi bertanggung
jawab untuk menjalankan proses governance, dan manajemen
bertanggung jawab untuk menjalankan manajemen risiko dan
proses pengendalian. Dalam praktik dewan komisaris, direksi,
dan manajemen harus saling berinteraksi dan saling
membutuhkan satu sama lain sehingga pelaksanaan proses
governance, manajemen risiko, dan pengendalian dapat
berjalan secara efektif.3
Gambaran di atas merupakan kondisi ideal bagi sebuah
perusahaan dalam mencapai tujuannya. Namun demikian,
banyak perusahaan telah gagal dalam menjalankan proses
governance, manajemen risiko dan pengendalian secara baik,
sebagai contoh terjadinya skandal yang melibatkan sejumlah
korporasi besar seperti Enron, Tyco dan WorldCom di
Amerika, Parmalat di Italia, HIH Insurance di Australia, atau
Bank Global, PT Kimia Farma dan Tbk, PT. Indofarma, Tbk
dan lain-lain di Indonesia. Skandal tersebut mengakibatkan
kerugian yang sangat besar bagi perusahaan, investor dan
stakeholder lainnya. Beberapa kegagalan governance lainnya
dapat dilihat pada pembahasan Good Corporate Governance
(GCG) di bab. 2.
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Pada hakikatnya skandal tersebut terjadi karena
lemahnya pengendalian dalam perusahaan dan menyebabkan
perusahaan tidak dikelola secara efisien, sehingga dalam jangka
panjang berpengaruh pada rendahnya kinerja dan pertumbuhan
perusahaan. Ditambah lagi dengan masih minimnya
pengungkapan informasi yang disampaikan kepada publik
mengenai kinerja dan efektivitas tingkat pengendalian
perusahaan, banyak inefisiensi yang tidak tertangkap dan
terefleksikan pada informasi keuangan dan catatan
penjelasannya, serta berujung pada menurunnya kepercayaan
investor terhadap integritas informasi keuangan yang
diungkapkan oleh perusahaan.4
Kondisi di atas khususnya pada perusahaan-perusahaan di
Amerika Serikat, mendorong dikeluarkannya Undang-Undang
Sarbanes-Oxley Act (SOX), yang ditandatangani oleh Presiden
George W. Bush pada tanggal 30 Juli 2002. Undang-undang ini
mengatur tentang akuntansi, pengungkapan dan pembaharuan
governance; yang mensyaratkan adanya pengungkapan yang
lebih banyak mengenai informasi keuangan, keterangan tentang
hasil yang dicapai manajemen, kode etik bagi pejabat di bidang
keuangan, pembatasan kompensasi eksekutif, dan pembentukan
komite audit yang independen. Selain itu diatur pula mengenai
hal-hal yang berkaitan dengannya sebagai berikut:
 Menetapkan beberapa tanggung jawab baru kepada
dewan komisaris, komite audit dan pihak manajemen.
 Mendirikan the Public Company Accounting Oversight
Board, sebuah dewan yang independen dan bekerja full-
time bagi pelaku pasar modal.
 Penambahan tanggung jawab dan anggaran SEC secara
signifikan.
 Mendefinisikan jasa “non-audit” yang tidak boleh
diberikan oleh KAP kepada klien.
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 Memperbesar hukuman bagi terjadinya corporate fraud.
 Mensyaratkan adanya aturan mengenai cara
menghadapi conflict of interest.
 Menetapkan beberapa persyaratan pelaporan yang
baru.5
Keberadaan sebuah mekanisme yang dapat membantu
memastikan efektivitas pengawasan dalam proses governance
merupakan faktor penting dalam masalah ini. Pembentukan
komite audit (komite dewan komisaris) dan fungsi audit
internal diharapkan mampu meningkatkan fungsi pengawasan
tersebut, sebab kedua fungsi ini termasuk ke dalam pilar
struktur governance, di samping pilar lainnya seperti dewan
komisaris, dewan direksi, manajemen senior, auditor eksternal,
dan shareholders.6
Komite audit dibentuk dalam rangka mengoptimalkan
kinerja dewan komisaris. Dengan adanya pengawasan yang
optimal dari dewan komisaris akan membantu mengelola
perusahaan dengan efisien dan efektif sesuai dengan aturan dan
perundangan yang berlaku. Oleh karena itu, komite audit
memiliki peran yang cukup penting dalam mewujudkan GCG.
Komite audit merupakan “mata” dan “telinga” dewan komisaris
dalam rangka mengawasi jalannya perusahaan, dan keberadaan
komite audit yang efektif merupakan salah satu aspek penilaian
dalam implementasi GCG.7 Mungkin itulah sebabnya mengapa
didalam Undang-Undang Sarbanes-Oxley Act (SOX) di
antaranya mengatur pembentukan komite audit yang
independen, dan masih banyak peraturan lainnya yang
menunjukkan perlunya pembentukan komite audit pada suatu
perusahaan.
Sebelumnya, peran komite audit dalam perusahaan
terkesan hanya sebagai simbol perpanjangan dari dewan
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komisaris saja, sehingga banyak komite audit hanya menerima
saja laporan keuangan yang disodorkan oleh manajemen, tanpa
menelaahnya lebih lanjut. Kalaupun ada masukan hanyalah atas
apa yang direferensikan dalam laporan keuangan, bukan atas
penyelidikan atau temuan dari komite audit sendiri. Hal seperti
ini membuat keberadaan komite audit menjadi tidak efektif.
Ketidakefektivan ini terutama di Indonesia disebabkan oleh
legimitasi, kualitas anggota, tugas dan tanggung jawab komite
audit yang belum jelas, tidak lancarnya aliran komunikasi
antara dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, peran
komisaris yang oportunis, pemahaman fungsi komite audit
yang rendah, dan kendala implementasi corporate governance
yang berkaitan dengan fungsi Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS) yang masih kabur.8
Sekarang ini kedudukan dan fungsi komite audit sudah
semakin penting dan sangat menentukan terutama kalau dilihat
di dalam pedoman GCG, di mana komite audit bertugas
membantu dewan komisaris untuk memastikan: laporan
keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum; struktur pengendalian intern
dilaksanakan dengan baik; pelaksanaan audit internal maupun
eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang
berlaku; dan yang terakhir adalah tindak lanjut temuan hasil
audit dilaksanakan manajemen. Bahkan sekarang ini komite
audit sudah memiliki pedoman khusus tentang pembentukan
komite audit yang efektif, di mana peran dan tanggung
jawabnya menjadi lebih luas yaitu meliputi pelaporan
keuangan, manajemen risiko dan pengendalian, serta corporate
governance.
Oleh karena itu, peran dan kiprahnya sangat ditunggu
demi terwujutnya GCG, namun yang terpenting bagaimana
mendapatkan pengakuan dan meyakinkan manajemen termasuk
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audit internal untuk dapat menerima keberadaan komite audit,
karena bagi sebagian pihak yang tidak memahami manfaat
keberadaan komite audit, akan merasa tidak nyaman.
Pemahaman ini sangat penting, sebab tanpa hubungan yang
sinergis dengan manajemen dan audit internal dalam struktur
governance membuat komite ini tidak dapat menjalankan
fungsinya secara efektif, dan yang lebih penting lagi dalam hal
ini, bahwa sikap independensi komite audit harus dipelihara
dengan baik, sehingga independen tidak hanya secara lahiriah
tetapi juga independen dalam kenyataan.
Fungsi lainnya dalan struktur governance yang
berhubungan dengan pengawasan adalah fungsi audit internal,
sebab keberadaan fungsi ini diharapkan  dapat menciptakan
mekanisme pengawasan terutama untuk memastikan bahwa
sumber daya yang ada dalam perusahaan telah digunakan
secara ekonomis dan efektif dan pengendalian dapat
memberikan kepastian lebih tinggi bahwa informasi yang
dihasilkan dapat dipercaya. Audit internal juga dapat menjadi
barometer standar perilaku di dalam organisasi melalui aktivitas
pengawasan yang dilakukan secara berkesinam-bungan, yang
mendorong terciptanya iklim kerja yang efisien.
Apa yang berkembang sekarang ini adalah, bahwa fungsi
audit internal menjadi sebuah fungsi yang berperan aktif
sebagai mitra bagi manajemen dalam mendukung penerapan
GCG dengan: melakukan evaluasi dan perbaikan proses kerja
perusahaan yang berpengaruh pada penerapan nilai perusahaan
dan terjaganya akuntabilitas; membantu menjaga efektivitas
pengendalian dengan melakukan evaluasi terhadap efektivitas
dan efisiensi serta memberikan input untuk perbaikan yang
berkesinambungan; dan melakukan identifikasi dan evaluasi
risiko signifikan yang dihadapi perusahaan dan memberikan
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masukannya demi perbaikan sistem pengendalian dan
manajemen risiko.9
Pada hakikatnya, proses governance berkaitan erat
dengan proses manajemen risiko. Oleh karena itu, komite audit
dan audit internal juga berperan aktif dalam pelaksanaan proses
manajemen risiko. Komite audit berperan sebagai wahana ideal
untuk meninjau ulang proses manajemen risiko, karena komite
ini tidak memiliki tanggung jawab operasional sehari-hari, dan
selanjutnya komite audit selalu mendiskusikan kebijakan yang
berhubungan dengan penaksiran risiko dan manajemen risiko
secara keseluruhan, serta mendiskusikan exposure-exposure
risiko dan langkah-langkah untuk memonitor dan
mengendalikan exposure risiko tersebut dengan dewan direksi.
Sedangkan audit internal dapat melaksanakan aktivitas evaluasi
dan perbaikan sistem manajemen risiko sesuai dengan
keahliannya dengan cara menerapkan audit berbasis risiko pada
setiap aktivitas audit yang dilakukannya, sebab risiko dapat
secara objektif dikenali, diukur dan secara strategis dikelola
dengan baik. Sebagai konsekuwensinya, keahlian di dalam
teknik manajemen risiko dan pengetahuan sekitar sistem
pengendalian intern menjadi suatu sumber kekuatan yang
memungkinkan aditor internal berperan penting di dalam suatu
organisasi.10
Langkah berikutnya, dalam melaksanakan manajemen
risiko secara optimal, diperlukan pengendalian intern yang
handal karena sistem pengendalian intern merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari sistem manajemen risiko. Oleh
karena itu, komite audit dan fungsi audit internal, selain
bertanggung jawab terhadap manajemen risiko juga
bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengendalian
internal dalam perusahaan telah berjalan dengan baik.
Tanggung jawab komite audit dalam hal ini dapat dilaksanakan
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melalui pemanfaatan laporan maupun diskusi dengan
manajemen, internal auditor, dan external auditor. Keterlibatan
aktif komite audit dalam mengevaluasi pelaksanaan dan
perbaikan pengendalian intern oleh manajemen akan dapat
mendorong timbulnya lingkungan pengendalian yang baik.
Sementara fungsi audit internal membantu memastikan bahwa
sistem pengendalian intern perusahaan telah dilaksanakan
dengan semestinya dan dapat diandalkan.
Tentang pelaksanaan proses governance, manajemen
risiko, dan pengendalian, proses ini juga harus dirancang untuk
menanggulangi terjadinya fraud di dalam organisasi, sebab
tindakan fraud juga akan memengaruhi pencapaian tujuan
organisasi. Oleh karena itu, peran komite audit dan internal
audit selanjutnya adalah dalam bidang pencegahan fraud.
Komite audit perlu memahami peran mereka untuk memastikan
bahwa organisasi telah mempunyai program anti-fraud dan
pengendalian untuk membantu manajemen dalam pencegahan
fraud. Selain itu di dalam menjalankan tugasnya, komite audit
harus mengevaluasi, mengawasi dan memastikan bahwa hasil
dari analisis fraud risk telah dimasukkan ke dalam kebijakan
perusahaan, dan memeriksa bahwa semua rekomendasi
pengendalian fraud telah dilaksanakan.11 Demikian juga jika
fungsi audit internal dapat berfungsi secara efektif maka akan
sangat membantu dalam pencegahan fraud pada suatu
organisasi, karena dengan pengetahuan yang dimilikinya,
auditor internal mempunyai peran penting untuk membantu
manajemen di dalam pencegahan fraud. Hasil survei KPMG
tahun 2004, menemukan bahwa 65 persen tindakan fraud
terbongkar melalui pekerjaan audit internal.12
Oleh karena itu, sesungguhnya komite audit dan internal
audit mempunyai tujuan yang sama di dalam mengawasi
pelaksanaan proses governance, manajemen risiko dan
pengendalian untuk meningkatkan pencapaian tujuan
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